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Abstrak
Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota perdagangan yang didukung oleh fasilitas dan keunggulan geografisnya untuk membangun perekonomian yang maju. Hal inilah yang mengundang Warga Negara Asing (WNA)untuk memasuki Kota Surabaya.Namun, hal tersebut juga merupakan faktorterjadinya penyalahgunaan visa kunjungan kunjungan yang dipakai untuk bekerja oleh WNA.Upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan visa kunjungan, dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang efektivitas pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawasan Orang Asing dalam melakukan operasi lapangan penyalahgunaan tersebut di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridisempiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan WNA kurang efektif. Faktor yang terpenuhi adalah faktor hukum dan sarana atau fasilitas, sedangkan faktor yang belum terpenuhi adalah faktor penegak hukum; masyarakat; dan kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh tim pengawasan dan penindakan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, Kendala internal terdiri dari; terbatasnya Pejabat Imigrasi bagian Pengawasan dan Penindakan WNA dan kurangnya peraturan khusus tentang Hukum Acara Pidana Keimigrasian. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari; Kendala dari Penjamin dan Perusahaan yang memperkerjakan WNA serta Kurang pahamnya Masyarakat atas peraturan tentang Keimigrasian.
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Abstract
Surabaya, known as economic city supported with the facilities and the geographical supremacy. In order to rise big economical city cause huge amount of foreign people go to Surabaya without appropriate process and procedures based on constitution especially the misapplication of tourist visa being used as working visa. The effort to minimize the tourist visa misapplication for working visa monitoring is done by Monitoring and Measuring Team of Immigration Office Class I Tanjung Perak Surabaya. The purpose of this study is to know about the monitoring effectiveness of foreign citizen in using tourist visa and to know the obstacles factors that Monitoring and Measuring Team deal with during operation concerned about the misapplication of tourist visa by foreign citizen in Immigration Office Class I Tanjung Perak Surabaya supervisor. The method used in this study is juridical empiric. The data collection techniques use interview and documentation. The primary data was collected by direct interview toward the head of monitoring section and the head of measuring section, foreign citizen responsibility section, and foreign citizen. Whereas the secondary data was collected by the research toward several sources that have relationship with the problem or research material that also known as legal substance. The data analysis technique used descriptive analysis.The result of study showed that the monitoring effectiveness done by Monitoring and Measuring Team of foreign citizen is not effective. Law and infrastructure or facility are the factors were complete, however law enforcer, society and culture are the factors were incomplete.The obstacles of Monitoring and Measuring Team are divided into two, internal and external. The internal obstacles consist of the limit of foreign citizen monitoring and measuring section of immigration officer and the lack of particular law concerning immigration punishment. Whereas, the external obstacles come from the company which take employee from foreign people and lack of foreign policy concerning information among society. 








Indonesia mempunyai letak yang strategis dengan keuntungan dalam hal perkonomian sehingga menarik orang asing atau warga negara lain semakin meningkat yang memerlukan pengawasan dari pemerintah Indonesia​[1]​.Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), oleh karena itu orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia harus mengikuti prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia.​[2]​
Orang asing yang ingin memasuki dan bertinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan akan dilakukan jika mereka pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia.Kewenangan pengawasan di bidang keimigrasian merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Ham yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Imigrasi, dan Pejabat Imigrasi.Dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi Keimigrasian antara lain; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut UU Keimigrasian). 
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP Keimigrasian) untuk menjalankan UU Keimigrasian.UU Keimigrasian memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu salah satunya adalah melindungi hak-hak WNA atau WNI yang hendak masuk atau pun keluar dari wilayah Indonesia, namun hal itu tidak membuat tindak kejahatan keimigrasian mencari jalan keluar dengan menyalahgunakan izin tinggal, salah satunya penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk menetap dan bekerja di wilayah Indonesia. Peraturan lain yang terkait adalah PP Keimigrasian tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian yang bertujuan untuk menajalankan ketentuan UU Keimigrasian.
Kedua Peraturan tersebut menegaskan bahwa Visa Kunjungan merupakan Visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka; kunjungan tugas pemerintahan; sosial; seni dan budaya; pariwisata;  keluarga; olahraga yang tidak bersifat komersial; pendidikan; dan lain-lain. Tidak ada yang menyebutkan bahwa visa kunjungan dapat dijadikan sebagai visa untuk bekerja dan menetap dalam waktu yang lama. Visa tinggal terbataslah yang dapat digunakan sebagai visa bekerja, namun hanya untuk jabatan khusus.
Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan seperti penjelasan di awal dan peraturan perundang-undangan tidak menjadikan kejahatan yang dilakukan WNA terkait penyalahgunaan izin keimigrasian dan pemalsuan surat izin bekerja terhindar, nyatanya pada pelaksanaan banyak terjadi kelemahan dalam bidang pengawasan orang asing sehingga keadaan tersebut memberi peluang terhadap penyalahgunaan dokumen keimigrasian.
WNA yang memasuki wilayah Indonesia disamping memberikan dampak yang positif, namun juga memberikan pengaruh yang negatif, yaitu timbulnya anacaman terhadappembangunan itu sendiri, seperti dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian sahal atau kontak lisensi) serta munculnya Transnasional Organized Crimes (TOC), mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkotika, dan obat terlarang, imigran ilegal, sampao ke perbuatan terorisme Internasional.​[3]​
Kebijakannpemerintahhdiibidanggkeimigrasianuntukmeminimalisirdampak negatif yang timbul, maka penetapan politik hukum keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif dalam hal untuk mengatur berbagai macam WNA yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia.​[4]​ Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun NegaraKesatuannRepublikkIndonesia yanggberdasarkannkepadaPancasiladannUndang-UndanggDasar 1945 (UUD NRI 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. 
Salah satu kota di Indonesia yang mempunyai potensi besar dalam hal perekonomian dan perdagangan adalah Kota Surabaya yang merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan penelitian awal yang telah dilaksanakan penulis Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak yang berada di Kota Surabaya merupakan wilayah dengan jumlah WNA terbanyak daripada wilayah di Jawa Timur. Tidak jarang juga terdapat beberapa orang asing yang tidak menaati peraturan yang pada umumnya terjadi dan ditemukan pada WNA yang masuk dalam wilayah Indonesia khususnya di Kota Surabaya. Kasus lainnya yang terjadi pada awal tahun 2017, di mana tim gabungan pengawasan orang asing Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya dan Kantor Wilayah Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur menangkap 6 (enam) WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, yaitu menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di sebuah tempat hiburan di Kota Surabaya.​[5]​Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.​[6]​Terkait pelanggaran izin tinggal, menurut Antonius Parlindungan Sihombing, Amd. Im, SH., MH., Kepala Subseksi Bagian Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya menjelaskan bahwa “Pelanggaran izin tinggal terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (Overstay), dan tidak memiliki izin tinggal (Illegal stay)” (Wawancara, 29 Maret 2017)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk suatu Tim Pengawasan Orang Asing guna menjalankan fungsi Keimigrasian yang disebut TIM PORA. Tugas TIM PORA yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap WNA. Secara operasional tim ini dapat melakukan operasi gabungan baik yang bersifat khusus atau pun isidentil yang dilakukan secara terencana, sehingga dengan adanya tim ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan terkait penyalahgunaan visa kunjungan yang seringkali terjadi.Tujuan penelitian ini adalahmengetahui tentang Efektivitas pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya serta mengetahui kendala yang dirasakan oleh Tim Pengawas Orang Asing dalam melakukan operasi lapangan terkait dengan penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh WNA yang berada di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya.
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai makna berhasil dan merupakan terjemahan dari kata Effective dalam bahasa inggris. Secara umum kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya.​[7]​
Unsur yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan undang-undang di masyarakat adalah kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum menurut Krabbe merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian itu akan lebih lengkap apabila ditambahi dengan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum.​[8]​
Kesadaran Hukum pada hakekatnya adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya kebatilan, yaitu tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa pada dasarnya ada pada diri manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan cita-cita, sebagai sesuatu yang tidak nyata, sebagai presumption yang banyak terdapat di dunia hukum. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya.​[9]​
Syarat WNA yang ingin memasuki wilayah Indonesia yaitu salah satunya adalah memiliki visa. Pengertian visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Keimigrasian tentang Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. visa dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya adalah Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.
Pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta mengawasi WNA yang bekerja sudah menggunakan dokumen keimigrasian yang sesuai khususnya penggunaan visa dalam melakukan kegiatannya di Wilayah Indonesia.
Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan adalah untuk mengurangi jumlah WNA yang tidak menaati peraturan yang ada serta untuk mengukur ketaatan dari masyarakat maupun WNA apakah sudah mematuhi aturan yang ada atau tidak, hal ini dapat digunakan untuk masa yang akan datang terkait dengan pengambilan kebijakannya.
METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.permasalahan penelitian ini yaitu efektivitas serta faktor hambatan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak. Jadi penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai efektivitas hukum ketika diterapkan di masyarakat., maka penelitian ini menggunakan penelitian yuridisempiris. Penelitian yuridis empiris merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.​[10]​
Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Darmo Indah Raya Nomor 21, Tandes Kidul, Tandes, Kota Surabaya dengan Informan yaitu Kepala Subseksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, Penjamin atau Sponsor dari Warga Negara Asing, yaitu Bapak AAJ, dan Warga Negara Asing yaitu Bapak RK dari India.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang didapat langsung dari masyarakat dan data sekunder yang merupakan data dari bahan kepustakaan​[11]​. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terkait pengawasan serta faktor hambatan terhadap WNA yang meyalahgunakan visa kunjungan di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabayadilakukan dengan studi wawancara dan studi dokumentasi.Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menanyakan terkait Efektivitas dan faktor kendala terhadap pengawasan WNA yang meyalahgunakan visa kunjungan di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya.Studi Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis.  Dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah Data Jumlah WNA di Jawa Timur, Pelanggaran Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Tahun 2015, 2016, dan 2017, Pelanggaran Izin Tinggal yang dikenai sanksi pidana di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya pada Bulan Juni 2017. Analisis sumber data dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan metode analisis deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian untuk menemukan pengetahuan secara luas terhadap suatu objek tertentu dengan langkah Editing, Classifiying, Verifying, Analyzing, Concluding​[12]​
Teknis analisis data, Setelah diperoleh data primer dan data sekunder, maka kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.​[13]​Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, di mana peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini.​[14]​

HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Pengawasan Terhadap WNA Yang Meyalahgunakan Visa Kunjungan di Wilayah Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak Surabaya
Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebaga keberhasilan gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
Berkaitan dengan penelitian ini maka yang dimaksud Pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta mengawasi WNA yang bekerja sudah menggunakan dokumen keimigrasian yang sesuai khususnya penggunaan visa dalam melakukan kegiatannya di Wilayah Indonesia.​[15]​Pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan diatur di dalam Pasal 173 PP Keimigrasian yang menjelaskan Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dilakukan oleh Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi;Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan;Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melakasanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.
Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan adalah untuk mengurangi jumlah WNA yang tidak menaati peraturan yang ada serta untuk mengukur ketaatan dari masyarakat maupun WNA apakah sudah mematuhi aturan yang ada atau tidak, hal ini dapat digunakan untuk masa yang akan datang terkait dengan pengambilan kebijakannya.​[16]​
Bentuk-bentuk pengawasan ditinjau dari segi waktu terdapat dua bentuk yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, pengawasan preventif merupakan pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya suatu kegiatan dilakukan.Pengawasan preventif yaitu dengan cara melakukan pengawasan dengan cara pengecekan dokumen keimigrasian yang dilakukan di TPI terlebih dahulu, hal ini untuk mencegah WNA yang sudah ter-black list dan mencegah WNA yang tidak memenuhi dokumen keimigrasian sebagaimana mestinya, hal ini disebut pengawasan administratif.
Berdasarkan Pasal 180 PP Keimigrasian yang menyatakan bahwa; Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai; Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;Orang Asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlamapuinya jangka waktu pendetensian; danOrang Asing dalam proses peradilan pidana.Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; danPengambilan foto dan sidik jari.Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.Data dan informasi yang tercantum dalam sistem informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Selain pengawasan administratif, pengawasan preventif lainnya adalah melakukan pengawasan lapangan yang dilakukan secara isidentil maupun secara rutin.Ada beberapa proses pelaksanaan pengawasan lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I Tj. Perak Surabaya, yaitu; Pengumpulan Informasi; Rapat Persiapan; Proses Pengawasan dan Penindakan di Lapangan; Rapat Evaluasi; Rapat TIM PORA da Operasi Gabungan TIM PORA. Berdasarkan proses dan pelaksanaan pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan ditemui sebuah kendala dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak, yaitu adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan jarak antar kota dalam provinsi dan wilayah pengawasan yang terbilang tidak begitu dekat atau jauh. Hal inilah yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan preventif, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan tersebut.​[17]​
Pengumpulan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat melakukan pengawasan lapangan yang sudah terkoordinir dengan instansi lainnya yang akhirya terbentuk menjadi TIM PORA. Ada beberapa sumber yang bisa dijadikan informasi keimigrasian, yaitu data administratif keimigrasian, hasil pengintaian dan laporan dari masyarakat.
Sebelum melakukan pengawasan dan penindakan ke lapangan, pejabat imigrasi yang berwenang yaitu tim pengawasan dan penindakan orang asing melakukan rapat koordinasi di mana hal ini dilakukan untuk menyusun rencana kerja dan mengevaluasi hasil dari informasi yang sudah didapat baik dari pengintaian, data administratif keimigrasian dan laporan dari masyarakat. Rapat persiapan merupakan tempat di mana pejabat imigrasi yang berwenang mendapatkan surat tugas. Surat tugas adalah surat perintah melakukan tugas di lapangan. Surat tugas juga merupakan syarat utama dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.Rapat persiapan juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pengumpulan informasi. Hasil informasi inilah yang kemudian dijadikan sumber bahan untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Proses Pengawasan dan Penindakan di Lapangan. Ketika di lapangan, pejabat imigrasi yang berwenang melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen Keimigrasian. ada pun beberapa proses yang dilakukan pejabat imigrasi, yaitu sebagai berikut:Bertemu dengan personalia perusahaan; Menanyakan tentang WNA yang menjadi TO (target operasi); Bertemu dengan WNA dan memeriksa semua dokumen keimigrasiannya; Jika terdapat dokumen keimigrasian yang disalahgunakan, WNA tersebut dibawa ke kantor untuk dilakukannya penindakan yang akan menentukan tindakan keimigrasian terhadap WNA yang bersangkutan; Kegiatan selama di lapangan harus menyusun sebuah laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan kesimpulan dan saran.
Rapat Evaluasi dilakukan berdasarkan sebuah laporan kegiatan pengawasan lapangan. Laporan menyajikan fakta secara objektif dan tulus. Laporan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi, isi laporan yang benar akan mendorong mutu penulisan laporan yang baik. Dapat dikatakan bahwa kebenaran isi laporan tercakup pada laporan yang memiliki bentuk yang sistematis, penalaran yang jelas, dan mengikuti bahasa dengan kritis. Laporan pengawasan dan pemeriksaan merupakan catatan yang dibuat oleh Pejabat Imigrasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.
Rapat TIM PORA dilakukan sebanyak satu kali dalam sebulan di mana dalam rapat ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari berbagai macam instansi yang bergabung, yaitu perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Dinas Ketenagakerjaan Surabaya, TNI, Lurah Se-Surabaya, Camat Kota Surabaya, serta pihak Kepolisian.Berbeda dengan pengawasan isidentil yang dilakukan setiap minggu oleh tim pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Tj. Perak Surabaya, operasi gabungan hanya dilakukan jika terdapat sebuah laporan dari masing-masing instansi maupun dari pihak keimigrasian. Jika ditemukan laporan yang mencurigai WNA yang diduga melakukan penyalahgunaan dokumen keimigrasian maupun imigran gelap.Berdasarkan proses dan pelaksanaan pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan ditemui sebuah kendala dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak, yaitu adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan jarak antar kota dalam provinsi dan wilayah pengawasan yang terbilang tidak begitu dekat atau jauh. Hal inilah yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan preventif, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan tersebut.​[18]​
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila diketahui telah ada pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, yaitu menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Kegiatan penindakan ini bisa berupa pemberian sanksi terhadap setiap orang yang melanggar aturan yang ada. Sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku bisa berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif di dalam Keimigrasian dikenal dengan Tindakan Administratif, sedangkan sanksi pidana merupakan Ketentuan Pidana atau sering disebut dengan proses projustisia. Pemberian sanksi Administratif lebih dominan daripada pemberian sanksi pidana karena terkendala harus mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pada penelitian ini akan menjelaskan secara singkat seberapa efektif suatu pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Tj. Perak oleh Pejabat Imigrasi dan TIM PORA. Untuk mengukur efektif atau tidaknya pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan Visa Kunjungan di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Tj. Perak Surabaya, peneliti akan menganalisis satu-persatu berdasarkan faktor yang ada.
Pertama, Faktor hukum atau Undang-Undang. Dalam faktor ini, undang-undang terkait pengawasan keimigrasian yaitu UU Keimigrasian dan PP Keimigrasian yang mengatur secara lengkap tentang keimigrasian dan pelaksanaannya. Namun terkendala oleh kurangnya peraturan khusus terkait acara pidana, walaupun sudah ada peraturan mengenai pidana dalam UU Keimigrasian, nyatanya di lapangan ketentuan pidana tidak terlalu efektif dijalankan. Hal tersebut terbukti dengan lebih banyaknya jumlah tindakan administratif daripada sanksi pidana yang diterapkan kepada WNA yang melanggar Visa Kunjungan.
Kedua, Faktor penegak hukum. Dalam hal ini Kantor Imigrasi membentuk sebuah Tim Pengawasan Orang Asing atau TIM PORA yang terdiri dari instansi terkait yaitu Kepolisian RI, TNI, BNN, Disnaker, dan instansi terkait lainnya yang juga ikut dalam pengawasan gabungan yang dilakukan satu bulan sekali. Namun walaupun sudah terbentuknya suatu tim yang siap untuk menegakkan hukum, jumlah yang berwenang dalam pengawasan dan penindakan WNA tidak sebanding dengan jangkauan wilayah pengawasan dan banyaknya perusahaan yang memperkerjakan WNA, sehingga dalam melakukan pengawasan terhambat oleh jumlah pejabat imigrasi yang tidak memadai.
Ketiga, Sarana atau fasilitas di sini adalah benda yang dapat membantu selama proses pengawasan yang dilakukan seperti contohnya, sarana kendaraan, dokumentasi, pangan, dan lain-lain yang mendukung selama melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara tidak ada kendala apa pun terkait fasilitas dan sarana karena semua sudah terpenuhi, hal tersebut terbukti dengan beberapa foto saat dilakukannya pengawasan di lapangan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak Surabaya.
Keempat, Faktor masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah Penjamin dan Perusahaan yang memperkerjakan WNA serta WNA itu sendiri. Penjamin dan Perusahaan masih saja melanggar peraturan dengan memperkerjakan WNA dengan hanya menggunakan visa kunjungan. Hal tersebut dilandasi dengan alasan yaitu estimasi waktu yang sedikit dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Pengurusan ijin memperkerjakan WNA di Indonesia memang dikenal sulit dan harus dilakukan di Pusat yaitu di Jakarta. Untuk WNA sendiri juga masih yang banyak melakukan pelanggaran dengan berbagai macam alasan, seperti ada ajakan dari teman dan tidak tahunya mengenai peraturan terkait visa kerja.
Kelima,Faktor kebudayaan. Faktor ini pada dasarnya mencakup mengenai nilai-nilai yang ada pada masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk. Masyarakat Indonesia khususnya Surabaya sebenarnya masih menganggap WNA sebagai orang yang spesial, sehingga mereka masih menganggap mereka seperti tamu khusus yang datang dari jauh sehingga untuk melakukan pengawasan dan kesadaran terhadap WNA oleh masyarakat masih belum bisa diterapkan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait peraturan WNA yang dilakukan terhadap masyarakat biasa sehingga menyebabkan ketidaktahuan mereka mengenai pengaturan terhadap WNA, hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Kasubsi Penindakan yang mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan hanya terhadap Perusahaan, Hotel, Restaurant, dan WNA itu sendiri.
Setelah dianalisis dari kelima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu hukum di atas, efektivitas pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak Surabaya dinyatakan kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima faktor yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu dari kelima faktor tersebut hanya terpenuhi dua faktor saja, yaitu faktor hukum dan fasilitas dan sarana yang sudah terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa hukum di sini sudah terpenuhi karena sudah adanya undang-undang yang mengatur tentang pengawasan terhadap penyalahgunaan visa yang berjalan sebagaimana mestinya. Sarana dan fasilitas juga tidak ada kendala dilihat dari kelancaran terkait fasilitas kendaraan, pangan, serta pendokumentasian setiap pengawasan yang dilakukan.Efektif tidaknya suatu peraturan ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum, berdasarkan hasil penelitian ini kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat baik dari penjamin maupun WNA masih kurang efektif hal itu terbukti dari masih banyaknya jumlah WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan.

Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap WNA yang Menyalahgunakan Visa Kunjungan di Wilayah Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak Surabaya.
Kendala internal pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di Wilayah Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak Surabaya adalah terbatasnya jumlah penjabat Imigrasi bagian pengawasan dan penindakan WNA dan kurangnya peraturan khusus terkait Hukum Acara Pidana Keimigrasian.
Pejabat Imigrasi di bagian pengawasan dan penindakan terdiri dari 10 personil, yaitu terdiri atas Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Seksi di bagian Pengawasan dan Penindakan. 2 (dua) Pejabat Fungsional dan 5 (lima) Pegawai Tata Usaha. Sedangkan jumlah perusahaan yang memperkerjakan WNA di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya yaitu:
Kab. Gresik	Kab. Lamongan	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro
±300	±35	±30	±10

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Tj. Perak Surabaya

Dari bagan dan tabel di atas sudah dapat menjadi bukti bahwa kurangnya pejabat imigrasi di bagian pengawasan dan penindakan menjadi hambatan bagi tim pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan.
Kendala internal lainnya adalah tidak adanya aturan khusus tentang Hukum Acara Pidana terhadap WNA.Di dalam UU Keimigrasian ketentuan pidana diatur di dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 yang keseluruhan mengatur tentang sanksi pidana di dalam segala bidang masalah keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan dokumen keimigrasian, seperti pemalsuan dokumen keimigrasian hingga ketentuan pidana tentang pejabat imigrasi yang membiarkan WNA menyalahgunakan izin tinggalnya. Namun dalam kenyataannya pemberian sanksi pidana minim sekali untuk dilakukan karena berdasarkan penjelasan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya mengatakan bahwa hal tersebut terhalang oleh proses di KUHAP yang memakan waktu yang lama.
Kendala eksternal yang dialami oleh tim pengawasan dan penindakan serta TIM PORA dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap WNA yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang dijadikan visa kerja berasal dari dua faktor yaitu kendala dari WNA dan Penjamin serta Kurang Pahamnya Masyarakat tentang Peraturan mengenai WNA.
Masih banyak WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di mana mereka yang didukung oleh sponsor atau penjamin merupakan orang yang bertanggung jawab atas akses yang diberikan oleh mereka terhadap WNA pemegang visa kunjungan. Dalam kenyataannya Penjamin tidak memberikan kesulitan ketika adanya pengawasan lapangan dan WNA selalu beralasan atas dasar tidak mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia. Hal inilah yang membuat kendala terhadap pengawasan terhadap WNA karena di lain sisi penjamin membantu WNA untuk bekerja tanpa dokumen keimigrasian yang lengkap dan sah. Namun, ketika sudah terjadi sidak atau pengawasan lapangan Penjamin memberikan akses dan bisa dikatakan tidak mempersulit tim pengawasan untuk melakukan tugasnya dalam memeriksa WNA yang diduga melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.
Bapak Kasubsi Pengawasan juga mengatakan bahwa seharusnya masyarakat ikut membantu menjadi bagian dari TIM PORA karena masyarakat merupakan salah satu pendukung jika misalnya melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai WNA. Namun, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang membuat kurangnya paham akan peraturan mengenai WNA sehingga menjadikan sifat ramah masyarakat Indonesia sebagai salah satu kendala dalam pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan menjadi visa kerja.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan efektivitas pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tj. Perak Surabaya yang telah diuraikan berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditarik suatu simpulan yaitu Pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tj. Perak Surabaya kurang efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti dari analisis menggunakan faktor keefektifan hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum; penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. Ditemukan bahwa hanya dua faktor saja yang terpenuhi, yaitu faktor hukum dan juga faktor sarana dan fasilitas.
Kendala pelaksanaan pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan di Wilayah Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tj. Perak Surabaya terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari; terbatasnya Pejabat Imigrasi bagian Pengawasan dan Pendindakan WNA dan Kurangnya peraturan khusus tentang Hukum Acara Pidana Keimigrasian. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari; Kendala dari Penjamin dan Perusahaan yang memperkerjakan WNA serta Kurang pahamnya Masyarakat atas peraturan tentang WNA.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran kepada Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya lebih meningkatkan pengawasan penyalahgunaan visa kunjungan khususnya di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya.
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